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UMUM
P . Kementerian PU,
Rencana Detail/Rinci Kawasan-kawasan Strategis APBN,APBD
Bappeda
Kementerian PU,
Rencana Tata Rugng Wilayah-wilayah Pesisir dan APBN,APBD ngpeda,
Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Dinas Kelautan dan
Perikanan
. . . Kementerian PU,
Evaluasi dan Revisi Pertama RTRW APBN,APBD
Bappeda
Evaluasi dan Revisi Kedua RTRW APBN ApPBD | Kementerian PU,
Bappeda
Evaluasi dan Penyusunan Kembali RTRW APBN,APBD Kementerian PU,
Bappeda
RENCANA STRUKTUR RUANG
PKW
. ?ﬁiﬁgg;?kan iklim kondusif untuk kegiatan PKW APBN,APBD gzr;;:éznan PU,
. Menlngkatkan' kerjasama antar wilayah secara PKW APBN,APBD Kementerian PU,
komplementatif ' Bappeda '
. Pepgembaggan ekonomi kawasan secara PKW APBN,APBD Kementerian PU,
terintegrasi Bappeda
PKL
o ;\r/[lszscg);?kan iklim kondusif untuk kegiatan PKL APBN,APBD gzr;;élgzrlan PU,
¢ Meningkatkan kerjasama antar wilayah secara Kementerian PU,
komplementatif PKL APBN,APBD Bappeda
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e Pengembangan ekonomi kawasan secara
terintegrasi

PKL

TRANSPORTASI DARAT

2015

2016

2017

2020-
2024

2018
2019

a. jaringan jalan kolektor primer 1 (K1) terdiri atas:
e ruas jalan tengah Pulau Belitung yakni ruas
Tanjung Pandan (PKW) — Manggar (PKW)
Kabupaten Belitung Timur; dan
e ruas jalan Manggar — Kelapa Kampit.
b. jaringan jalan kolektor primer 2 ( K2) terdiri atas:
e ruas jalan Utara Kelapa Kampit (PKL) — Sijuk;
e ruas jalan Manggar — Gantung;
e ruas jalan Dendang — Gantung; dan
e ruas jalan Dendang — Badau.

Ruas jalan K1
Ruas jalan K2

c. jaringan jalan kolektor primer 4 (K4) terdiri atas:
e ruas jalan Parit Tebu-Jdangkang;

ruas jalan Manggar-Modong-Gantung;

ruas jalan Nyuruk-Simpang Tiga;

ruas jalan Bentaian-Aik Kelik; dan

ruas jalan Jangkang-Renggiang.

Ruas jalan K4

o
—

jaringan jalan lokal primer terdiri atas:

ruas jalan Perkotaan Manggar;

ruas jalan Lingkar pantai;

ruas jalan Rasau Batu Penyu — Gusong Cina;

ruas jalan Air Kelik — Burung Mandi -

Mengkubang;

e ruas jalan Burung Mandi — Malang Lepau -
Batu Buruk — Mengkubang;

¢ ruas jalan Kampit — Pring — Tanjung Sengaran,;
dan

e ruas jalan lainnya yang menghubungkan

pusat-pusat pelayanan kecamatan

Ruas jalan
lokal

2025-
2029

2030-
2034

SUMBER
DANA

INSTANSI PELAKSANA

APBN,APBD

Kementerian PU,
Bappeda

APBN,APBD

Kementerian PU,
Dinas Bina Marga & SDA

APBN,APBD

Kementerian PU,
Dinas Bina Marga & SDA

Kementerian PU,
Dinas Bina Marga & SDA
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e. terminal tipe B Manggar; dan PKW Kementerian PU,

f. terminal tipe C terdapat di Kelapa Kampit, PKL APBN.APBD Dinas Perhubungan,
Gantung, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, PPK ’ Dinas Dinas Bina Marga
damar, dan Dendang. PKLp & SDA

g. pelabuhan ASDP Manggar di Kecamatan Manggar APBD Dinas Perhubungan

TRANSPORTASI LAUT

a. pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan Manggar Kementerian

dan pelabuhan Dendang; PKW
. . APBN Perhubungan,
b. pengembangan terminal khusus di Kawasan PKLp Dinas Perhubunean
Industri Air Kelik (KIAK) g
Kementerian
c. Peningkatan alur pelayaran Kab. Beltim APBN Perhubungan,
Dinas Perhubungan
TRANSPORTASI UDARA
Kementerian
pembangunan bandara udara baru Kab. Beltim APBN,APBD, Perhubungan,
Swasta -
Dinas Perhubungan
TELEKOMUNIKASI
a. jaringan terestrial; dan Tiap APBD Kemkominfo,
b. jaringan satelit. Kecamatan Dinas Perhubungan
SUMBERDAYA ENERGI

a. pengembangan dan pembangunan pembangkit
listrik tenaga uap/gas uap (batu bara/batu bara
cair dan atau biomass) di Kecamatan Damar,

Qaptung, Slmpgng Pesak dan Dendang beserta Kementerian ESDM,
jaringan transmisinya; Dinas Pertambangan dan

b. pengembangan dan pembangunan pembangkit Tiap APBN,APBD, . g

.S . . Energi,
listrik tenaga diesel di Kecamatan Manggar; Kecamatan Swasta PLN

c. pengembangan dan pembangunan pembangkit swaé ta

listrik tenaga biogas di Kecamatan Kelapa Kampit
dan Kecamatan Dendang;
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pengembangan dan pembangunan pembangkit
tenaga surya terpusat dan atau SHS di seluruh
kecamatan terutama di pulau-pulau kecil;
pengembangan pembangkit listrik energi baru
terbarukan lainnya (PLT biomass skala kecil, PLT
biogas skala kecil, PLT gelombang laut, PLT arus
laut, PLT Angin, dan PLT Air di seluruh
kecamatan;

pembangunan saluran udara tegangan tinggi di
Kecamatan Simpang Renggiang dan Kecamatan
Manggar;

pembangunan gardu induk di Kecamatan
Manggar;

pengembangan SUTM dan SUTR di seluruh
kecamatan melalui program pembangunan
jaringan listrik pedesaan;

pembangunan SUTM dan SUTR di kawasan
khusus seperti di areal tambang, pabrik,
pelabuhan dan KIAK;

pengembangan biodiesel di Kecamatan Dendang,
Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, dan
Kecamatan Simpang Renggiang;

pengembangan bioethanol di Kecamatan Simpang
Pesak, Simpang Renggiang, Dendang, Damar,
Gantung, dan Kelapa Kampit;

pengembangan briket arang di Kecamatan
Simpang Pesak, Simpang Renggiang, Damar,
Dendang, dan Kelapa Kampit;

. pengembangan reaktor gas metan di Kecamatan
Gantung, Damar, Kelapa Kampit, dan Manggar;
pengembangan briket batubara di Kecamatan
Damar;

pengembangan dan pembangunan SPBU, SPBG,
dan SPDN di seluruh kecamatan;

I I I v
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p- pembangunan stasiun pemurnian minyak bumi di
Kecamatan Kelapa Kampit; dan
q. pembangunan pool stasiun bahan bakar khusus
di Kecamatan Dendang.
SUMBERDAYA AIR
a. pengelolaan Wilayah Sungai Lenggang, Manggar,
Buding, dan Senusur.
b. operasi dan pemeliharaan daerah irigasi (DI)
untuk mendukung perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan,
pada: .
e DI Selinsing; Kab. Beltim
e DI Selinsing Kanan;
e DI Selinsing Kiri;
e DI Mempaya;
e DI Simpang Renggiang; dan
e DI Simpang Tiga
c. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan .
. Sumber air
pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan bak
- aku
air baku
d. rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan Sepanjang
sarana dan prasarana pengamanan pantai pantai
PENYEHATAN LINGKUNGAN
a. Sistem penyediaan air minum:
e SPAM Kelapa Kampit melayani daerah
Kecamatan Kelapa Kampit;
e SPAM Manggar melayani daerah Kecamatan
Manggar; Tiap
e SPAM Gantung melayani daerah Kecamatan K
ecamatan
Gantung;

e SPAM Simpang Pesak melayani daerah
Kecamatan Simpang Pesak;

e SPAM Simpang Renggiang melayani daerah
Kecamatan Simpang Renggiang;

I II III 1A%
SUMBER
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Kementerian PU,
APBD,APBN Dinas Bina Marga & SDA
Dinas Bina Marga &
APBD SDA,
BLHD
Dinas Bina Marga & SDA
APBD BLUD
Dinas Bina Marga &
SDA,
APBD Dinas Cipta Karya dan

PR,
PDAM,
BLHD
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SPAM Damar melayani daerah Kecamatan
Damar;

SPAM Dendang melayani daerah Kecamatan
Dendang; dan

SPAM Kawasan Khusus Manggar melayani
daerah Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemkab Belitung Timur di Manggar..

pengembangan sistem pengelolaan sampah:

pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) yang menggunakan sistem sanitary
landfill di Desa Sukamandi Kecamatan Damar;
pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara
(TPS) yang tersebar di tiap kecamatan di
seluruh wilayah kabupaten;

pembangunan Sistem Peralihan Angkut (SPA)
kecamatan di Kecamatan Kelapa Kampit dan
Gantung; dan

pola penanganan persampahan 3R (reduce -
reuse - recycle).

Tiap
Kecamatan

Pengembangan sistem pengelolaan limbah:

pengembangan septic tank dengan sistem
individual untuk pengelolaan air limbah
rumah tangga;

peningkatan akses pelayanan air limbah baik
sistem on site maupun off site perkotaan
dan perdesaan;

peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyediaan septic tank maupun
pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
penerapan pengelolaan air limbah secara fisik,
kimiawi, dan biologis;

peningkatan pembiayaan pembangunan
Prasarana Air Limbah Permukiman dengan
mendorong kerjasama pemerintah - swasta;

Tiap
Kecamatan

2015

2020-
2024

2019

2025-
2029

2030-
2034

SUMBER
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APBD

Dinas Cipta Karya dan
PR,

Dinas
SDA,
BLHD

Bina Marga &

APBD

Dinas
SDA,
BLHD

Bina Marga &
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e pengembangan Instalasi Pengololahan Lumpur
Tinja (IPLT); dan
e pengembangan sistem Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) untuk kawasan industri
dibuat oleh masing-masing industri dengan
pengawasan pemerintah daerah.
b. Pengembangan sistem drainase:
e pengembangan jaringan drainase primer
berupa drainase pasangan yang berada di
sepanjang jalan utama;
e pengembangan jaringan drainase sekunder Tia Dinas Cipta Karya dan
berupa drainase pasangan yang berada di kecra)lmatan APBD PR,
sepanjang ruas jalan lainnya; dan Dinas Bina Marga & SDA
¢ pemanfaatan keberadaan kolong untuk
pengembangan kolam retensi di wilayah-
wilayah pedalaman.
RENCANA POLA RUANG
HUTAN LINDUNG
) ] Kemenhut
a Identlﬁkfam Batas dan Pemanfaatan Kawasan Hutan lindung APBNAPBD | Dinas Pertanian dan
Hutan Lindung
Kehutanan
b  Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau . Dinas Pertanian dan
Reboisasi Kawasan Hutan Lindung Hutan lindung APBD Kehutanan
c Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya . Dinas Pertanian dan
dalam Hutan Lindung Hutan lindung APBD Kehutanan
d Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan . K§menhut .
) Hutan lindung APBN,APBD Dinas Pertanian dan
Penyangga Hutan Lindung
Kehutanan
o . Kemenhut
e Penyusunan DED Pusat Pendidikan Lingkungan Hutan lindung APBN,APBD Dinas Pertanian  dan

Hidup dan Kehutanan

Kehutanan
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f Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan
Hutan Lindung

Hutan lindung

g Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan hutan

lindung yang mengalami kerusakan

Hutan lindung

h Pemaduserasian Tata Guna Hutan antara
dengan RTRW Kabupaten Belitung Timur

Hutan lindung

i  Pemantauan secara rutin untuk mencegah

terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan

Hutan lindung

lindung

Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan
lindung secara bertahap dikembalikan kawasan

Hutan lindung

k  Pembangunan Pusat Pendidikan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Hutan lindung

KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

a Inventarisasi dan Pengelolaan Kawasan Sungai

Sungai

b Inventarisasi dan Pengelolaan Kolong

Kolong

c Inventarisasi dan Pengelolaan Kawasan Pantai
Wisata

Pantai wisata

d Penyusunan Arahan Insentif dan Disinsentif Sungai
dalam Pengembangan Kawasan Sempadan Pantai
Sungai, Pantai dan Kolong Kolong

. . . Sungai

e Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya .

Pantai

dalam Kawasan Perlindungan Setempat.

Kolong
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APBN,APBD, | Kemenhut

Dinas Pertanian dan
Swasta

Kehutanan
APBN,APBD, | Kemenhut .

Dinas Pertanian dan
Swasta

Kehutanan
APBN,APBD, | Kemenhut

Dinas Pertanian dan
Swasta

Kehutanan
APBN,APBD, | Kemenhut

Dinas Pertanian dan
Swasta

Kehutanan

Kemenhut
APBN,APBD, | Dinas Pertanian dan
Swasta Kehutanan,

Bag. Tata Pemerintahan

Kemenhut
APBN,APBD, | Dinas Pertanian dan
Swasta Kehutanan,

BLHD

BLHD
APBD Dinas Bina Marga & SDA

BLHD
APBD Dinas Bina Marga & SDA
APBD Dln.as‘ Kebudayaan dan

Pariwisata

BLHD
APBD Dinas Bina Marga & SDA
APBD BLHD

Dinas Bina Marga & SDA




WAKTU PELAKSANAAN

I II III 1A%
INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER INSTANSI PELAKSANA
‘5." g E g g 2020- | 2025- | 2030- DANA
Q Q Q Q Q 2024 2029 2034
f Pelaksanaan dan Pengembangan wujud Sungai Kementerian LH
sempadan sungai, kolong sebagai fungsi lindung Pantai APBN,APBD | BLHD
sesuali kriteria yang berlaku Kolong Dinas Bina Marga & SDA
Kementerian LH
. . . . . . BLHD
g Relokasi fungsi budidaya yang berada di sekitar Sungai Bae. Tata Pemerintahan
kawasan sempadan secara bertahap dikembalikan | Pantai APBN,APBD Di rils Pertanian  dan
kawasan lindung Kolong Kehutanan
Dinas Bina Marga & SDA
Kementerian LH
h Pengembangan kegiatan yang mendukung fungsi | Sungai APBN.APBD Dinas Bina Marga & SDA
perlindungan setempat di sekitar sempadan Pantai Swas t,a > | Dinas Kelautan
seperti perikanan dan pariwisata Kolong Perikanan
Disbudpar
KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN ILMU PENGETAHUAN
Kemenbudpar
Bappeda
Kawasan Dinas Pertanian dan
a Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya Cagar Budaya APBN,APBD Kehutanan
Disbudpar
BLHD
. . Kemenbudpar
b Penyusunan Identifikasi dan Rencana Pengelolaan | Kawasan -
Kawasan Cagar Budaya Cagar Budaya APBN,APBD ?;r;;l;sizbudayaan dan
KAWASAN RAWAN BENCANA
a Penyusunan Rencana Penanganan dan gzz:ian APBD Bappeda
Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bencana Dinas Bina Marga & SDA
b Membuat jalur evakuasi, area penyelamatan dan
jalur bantuan ga""asan APBN,APBD | Kementerian PU
awan

Bencana

Bappeda




WAKTU PELAKSANAAN

I II III 1A%
INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER INSTANSI PELAKSANA
22| 5| %% | 2020 | 2025- | 2030- DANA
(=} (=} (=} (=} o
Q Q Q Q Q 2024 2029 2034
KAWASAN HUTAN PRODUKSI
Dinas Pertanian dan
a Penyusunan Identifikasi Kerusakan Kawasan Hutan APBD Kehutanan
Hutan Produksi di Kabupaten Belitung Timur produksi BLHD
Bappeda
. Kemenhut
b Perpaptauan secara rutlp untuk mencegah Hutan ‘ APBNAPBD | Dinas Pertanian dan
terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan | produksi
Kehutanan
KAWASAN PERTANIAN
a budidaya tanaman pangan Kaw. APBD Dinas  Pertanian  dan
pertanian Kehutanan
b budidaya hortikultura Kaw. . APBD Dinas  Pertanian  dan
Pertanian Kehutanan
. Kaw. Dinas Pertanian dan
¢ budidaya perkebunan Pertanian APBD Kehutanan
d budidaya peternakan, mengembangkan, dan Kaw. Dinas Pertanian  dan
menetapkan kawasan sentra peternakan ertanian APBD Kehutanan
Kabupaten Belitung Timur P
KAWASAN PERTAMBANGAN APBD g;r;i‘;ipertambangan dan
KAWASAN PARIWISATA
a. Review RIPPDA APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Bappeda
Kemenbudpar
b. Ident1f1ka31 dan inventarisasi potensi daya tarik Lokasi wisata APBN,APBD Dln'as' Kebudayaan dan
wisata Pariwisata
Bappeda
c. Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata
potensial / strategis Kemenbudpar
Lokasi wisata APBN,APBD | Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata
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d. Infrastruktur kawasan wisata

Lokasi wisata

e. Mengembangkan destinasi wisata

Lokasi wisata

f. Studi, identifikasi dan program pengembangan
wisata bahari

Lokasi wisata

g. Perencanaan pengembangan daya tarik wisata

Lokasi wisata

KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

a. Penyusunan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau kecil

Pesisir dan

Pulau-Pulau
kecil

b. Studi Kawasan Konservasi Mangrove

Pesisir dan
Pulau-Pulau
kecil

c. Pengembangan Kota/Desa/Pesisir

Pesisir dan
Pulau-Pulau
kecil

2015

2016

2017

2020-
2024

2018
2019

2025-
2029

2030-
2034

SUMBER
DANA

INSTANSI PELAKSANA

APBN,APBD

Kemenbudpar

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Dinas Bina Marga & SDA

APBN,APBD,
Swasta

Kemenbudpar

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Dinas Bina Marga & SDA

APBN,APBD,
Swasta

Kemenbudpar

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Dinas Kelautan
Perikanan

dan

APBN,APBD,
Swasta

Kemenbudpar

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Dinas  Kelautan
Perikanan

dan

APBN,APBD

Kementerian Kelautan,
Bappeda,

Dinas Kelautan dan
Perikanan,

BLHD

APBN,APBD

KemenPU

Dinas Kelautan dan
Perikanan

BLHD

APBN,APBD

KemenPU

Bappeda

Dinas Kelautan dan
Perikanan

Dinas Bina Marga & SDA
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KAWASAN INDUSTRI
KemenPU
a. Pengembangan kawasan Industri Air Kelik (KIAK) Bappeda
terdapat di Kecamatan Kelapa Kampit dan Tiap APBN,APBD, Dinas Bina Marga &
Kecamatan Damar; dan Kecamatan Swasta SDA,
b. Pengambangan kawasan peruntukan industri Dinas Perindagkop,
menengah, kecil, dan rumah tangga. BLHD
Investor
KAWASAN PERMUKIMAN
Kemenpera
a. Penyediaan perumahan dan permukiman layak | Kaw. APBN,APBD, | Dinas Bina Marga & SDA
huni permukiman Swasta Dinas Cipta Karya & PR
Dinas Sosial
Kemenpera
b. Pengembangan infrastruktur, sarana dan Kaw. APBN,APBD, | Dinas Bina Marga & SDA
prasaran permukiman di kawasan perdesaan permukiman Swasta Dinas Cipta Karya & PR
Dinas Sosial
c. Pengembangan infrastruktur, sarana dan Kaw. APBN,APBD, K§menp.e ra
. . . Dinas Bina Marga & SDA
prasaran permukiman di kawasan perkotaan permukiman Swasta

Dinas Cipta Karya & PR
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